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Hati-hati Kelola Dana Desa
ngunan di nagari menggeliat.
Perekonomian masyarakat juga
bergerak naik.

Sebaliknya, jika penggunaan-
nya tidak tepat sa3aran-apalagi
mengabaikair regulasi maupun
mekanisme yang berlaku, maka
aparat hukurn akan mencium-
nya. Masyarakat juga akan
membuka tabir itu. Ujung-ujung
ya berurusan dengan hukum
dan bisa-bisa harus menginap
di penjara. '

Menurut lrwan, sudah ba-
nyak mantan-mantan kepala
desq masuk penjdra karena
salah dalam mengelola uang
desa. Agar tidak ada kepala
desa masuk penjara, maka
penggunaan dana di nagari
mesti jelas, transparan.

Dan yang terpenting sekali,
sesuaikan dengan perencanaan.
Karena itu, dalam aspek peren-
canaan harus dimatangkan
betul. Libatkan berbagai pihak
l,erkait dalam menyusun peren-
canaan ini agar dalam pelaksa-
Daannya tidak salah sasaran.

"Jangan sampai bantuan

pembangunan itu terbengkalai
gara-gara tidak dilaksanakan
karena perencanaan tidak ma-
tang. Sebab bila terbengkalai
juga dapat membuat kepenti-
ngan rakyat teraniaya,"ungkap
Irwan. l

Irwan juga minta pemerintah
kabupaten/kota untuk membe-
rikan pelatihan kepada wali-
nagari/kepala desa. Apalagi
walinagari/kepala desa yang
baru mengemban amanah yang
tentu saja diawal menjadi pe-
mimpin itu, banyak hal yang
akan rnenjadi'beban', bila tidak
tegas dan taat pada aturan yang
berlaku.

"Hal ini guna menghidari ter-
jadinya persoalan hukum bagi
walinagari, mengingat tidak
seluruh walinagari yang memi-
liki latar pendidikan yang me-
madai seperti pengetahuan
yang berkaitan dengan admi-
nistrasi pemerintahan,"tegas-
nya.

Gubernui' menyatakan, pe-
merintah saat ini, memberikan
'perhatian pada desa, yakni ban-

tuan berupa dana desa yang
cukuplesar, yang diswakelola
oleh Kepala Desa. Untuk itu,
dalam perencanaannya, juga
turut didampingi dan diawasi
oleh carnat dan beserta bupati.

Terutama memenuhi syarat-
syarat administrasi terkait
pencairan anggaran, bisa 'se-

gera asal syaratnya lengkap.
Syarat tersebut, antara lain
adanya Laporan Pertanggung-
jawaban setiap kegiatan.

Gubernur juga mengimbau
d4lam pengelolaan danadesa di
nagari mesti dilakukan secara
kompak, duduk bersama. Ja-
ngan merasa walinagari lebih
tinggi lalu berjalan sendiri,
tokoh-tokoh masyarakat jangan
pula mendahulukan kepen-
tingan sepihak.

Dan yang terpenting me-
nyamakan pers'epsi bersama
stakeholder serta pemangku
kepentingan di sebuah nagari,
bagaimana kegiatan tersebut
dapat diwujudlran dengan baik
serta mendapat dukungan se-
mua pihak. 1roal
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terutama yang baru dilantik,
diingatkan untlik hati-hati kelola
dana desa. Sebab, kalau salah
€palagi menyimpang bisa-bisa
berujung ke penjara. Bila sudah
berurusan ke sini, secara moral
akan anjlok dan menladi beban
psikis pula bagi keluarga.

"Sejak beberapa tahun bela-
kangan, dana yang dikelola
cukup banyak di desa, mulai
dana desa yang bersumber dari
APBN, dana yang bersumber
dari APBD provinsi maupun
kabupaten, termasuk dana
pendapatan desa," kata Irwan,
dalam acara bimbingan teknik
peningkatan kapasitas bagi
walinagari/kepala desa yang
baru dilantik' (non-petahana),
beberapa waktu di Padang.

Dengan dana yang cukup
banyak masuk ke desa. jika
dimanfaatkan sesuai dengan
prosedur penggunaan dan ad-
ministrasinya, maka pemba-


